BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN KAUR TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 285 ayat (2) huruf
a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi kerangka ekonomi dan kerangka
pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan,
rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 286 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, Perubahan RKPD sebagaimana
yang dimaksud dalam pasal 285 ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah;

Bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2016;

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten
Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4266);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun
2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor
23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
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21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
471);

Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Kaur Tahun 2006-2010
(Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2007
Nomor 52);

Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun
2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2007
Nomor 53) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 05 Tahun
2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur
(Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2012 Nomor
151);

Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 6 Tahun
2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2011-2016
(Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2011 Nomor
146);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KAUR
TAHUN 2016.

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016
Merupakan Dokumen Penyempurnaan Perencanaan Pembangunan Kabupaten
Kaur untuk Tahun 2016 dan sebagai pedoman penyusunan rancangan
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur Tahun
2016;

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kaur Tahun

2016 adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan
BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah
BAB III : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam
perubahan RKPD
BAB IV :  Penutup
Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kaur Tahun
2016 beserta matriknya adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 4
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kaur Tahun
2016 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Kaur dalam Merencanakan dan Melaksanakan

Pembangunan Tahun 2016;



Pasal 5
Program dan Kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang
dianggarkan setelah ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Kaur Tahun 2016, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kaur Tahun 2016;

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati Kaur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 31 Mei 2016

BUPATI KAUR

Diundangkan di Bintuhan HERMEN MALIK

pada tanggal 31 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH

NANDAR MUNADI, S.SOS.
Pembina Utama Muda
Nip.19690127 199003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2016 NOMOR: 441



